
BUPATI KAUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka
pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kaur disesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kabupaten Kaur;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kaur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rertibusi
penggantian Biaya Cetak Penerbitan Kartu tanda Penduduk
(KTP) dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

23. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

3. Bupati adalah Bupati Kaur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kaur.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Kaur.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaur
dalam wilayah kerja Kecamatan.

7. Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

8. Retribusi KTP adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas
diterbitkannya dokumen KTP oleh Instansi Pelaksana.

9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah Kartu
sebagai tanda bukti bagi setiap penduduk baik warga Indonesia maupun warga
Negara Asing.

10.(SKTT) Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah akta kelahiran, atau perkawinan,
atau perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi
warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan catatan Sipil Daerah.

11.Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat
atas diterbitkannya Kutipan Akta Catatan Sipil.

12.Retribusi Kartu Keluarga adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas
diterbitkannya Kartu keluarga.

13.Retribusi Surat Keterangan Kependudukan adalah pembayaran yang dilakukan
oleh masyarakat atas diterbitkannya Surat Keterangan Kependudukan.

14.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
Perundang-Undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.

15.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan,
kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan.

17.Penyidikan Tindak Pidana Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu
guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

18.Penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh
dokumen kependudukan.

BAB II
NAMA, OBJEK,DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak
KTP dan Akta Catatan Sipil.



Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Pencetakan KTP dan akta Catatan Sipil oleh
Pemerintah Daerah, meliputi :
a. Kartu Tanda Penduduk;
b. Kartu Keterangan bertempat Tinggal;
c. Kartu Identitas Kerja;
d. Kartu Penduduk Sementara;
e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
f. Kartu Keluarga; dan
g. Akta catatan sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta

Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan
Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan penggantian biaya
cetak sebagaimana tercantum pada Pasal 3.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis bahan dan harga satuan
pencetakan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan aspek biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya cetak dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
a. KTP Rp 15.000,00;
b. Kartu Keterangan bertempat tinggal Rp. 10.000,-;
c. Kartu Identitas Kerja Rp. 20.000,-;
d. Kartu Tanda Penduduk Sementara Rp. 10.000,-;
e. Kartu identitas penduduk musiman Rp.10.000,-;
f. Kartu Keluarga Rp. 20.000,-;
g. Akta Catatan Sipil :

1) Akta Perkawinan Rp.20.000,-
2) Akta Perceraian Rp. 500.000,-;
3) Akta Pengesahan dan Pengakuan anak Rp. 500.000,-;


